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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan mengenai pelaksanaan kewenangan kepala desa di
Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu
Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala
desa di Desa Air Kotok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, khususnya kewenangan menjaga
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sebagaimana
diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, belum berjalan secara
optimal. Temuan dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah
mengkonfirmasi adanya  sejumlah = kelemahan dalam
pelaksanaan fungsi tersebut, di antaranya: (1) lemahnya
koordinasi antara kepala desa dengan Satuan Linmas dalam
menjalankan fungsi keamanan lingkungan; (2) minimnya
pelaksanaan patroli keamanan lingkungan secara rutin; (3)
belum optimalnya penanganan konflik sosial melalui
mekanisme musyawarah desa; serta (4) belum tersedianya
peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Secara umum, kepala
desa telah menunjukkan komitmen dan itikad baik dalam
menjalankan tugasnya, namun terdapat kesenjangan antara
ketentuan  normatif = undang-undang dengan realitas

pelaksanaan di lapangan yang perlu segera diatasi.
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Kedua, dari perspektif Figh Siyasah Tanfidziyah,
pelaksanaan kewenangan kepala desa Air Kotok belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan
Islam yang ideal. Prinsip al-Amanah wa al-Mas'uliyyah (amanah
dan tanggung jawab) dan prinsip al-'Adalah fi at-Tanfidz
(keadilan dalam pelaksanaan) telah diterapkan dengan cukup
baik, sebagaimana tercermin dari sikap kepala desa yang
terbuka, adil, dan mudah ditemui oleh masyarakat. Namun
demikian, prinsip al-Hifz al-Amn wa al-Nizam (pemeliharaan
keamanan dan ketertiban) belum terlaksana secara maksimal,
yang ditandai dengan masih lemahnya fungsi Linmas, belum
adanya Perdes tentang ketertiban umum, dan kurang
optimalnya koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan
dalam Figh Siyasah Tanfidziyah sangat relevan dan sejalan
dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sehingga keduanya dapat bersinergi dalam
mewujudkan pemerintahan desa yang amanah, adil, dan
berwibawa.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan
beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada Kepala Desa Air Kotok, disarankan
untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Desa tentang
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa sebagai landasan

hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selain itu, perlu
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meningkatkan koordinasi secara rutin dengan
Bhabinkamtibmas dan Babinsa, mengaktifkan kembali fungsi
Linmas melalui  pembinaan dan  pelatihan, serta
mengoptimalkan forum musyawarah desa sebagai sarana
penyelesaian konflik sosial secara damai.

Kedua, kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
melalui Inspektorat, disarankan untuk meningkatkan frekuensi
dan kedalaman pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan
kepala desa, khususnya dalam bidang ketentraman dan
ketertiban, serta menyediakan program pelatihan dan
bimbingan teknis bagi kepala desa dan perangkat desa terkait
pengelolaan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk
memperluas kajian dengan menggunakan perspektif hukum
yang lebih komprehensif, termasuk mengkaji implementasi
Pasal 26 ayat (2) huruf g secara komparatif di beberapa desa di
Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga dapat menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan
berdampak luas bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa

di Provinsi Bengkulu.
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